SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 89 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

Menimbang

Mengingat

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa susunan organisasi Unit Layanan Pengadaan Kota

Probolinggo, perlu dilakukan penyesuaian yang bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 40578);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo
(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA
PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2013 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 9
(1) Susunan organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang
terdiri atas fungsi-fungsi:
a. Kepala;
b. Kelompok Kerja ULP yang menangani pengadaan barang, pelayanan
konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya; dan
c. Sekretariat dan Staf Pendukung.
(2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a dapat merangkap
dan menjadi bagian dari Kelompok Kerja ULP;
(3) Bagan susunan organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Diantara Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan Pasal Baru yakni Pasal 17A,
sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A
Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini
berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak

ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Ketentuan Bagan Susunan Organisasi ULP dalam Lampiran Peraturan Walikota
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kota
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 1), diubah
sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

Peraturan Walikota ini.
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Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Agustus 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 89

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEP. BAGIAN HUKUM,

R

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014
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SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN
2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
LAYANAN PENGADAAN KOTA PROBOLINGGO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTAPROBOLINGGO

KEPALA

Sekretariat
Dan Staf Pendukung

Kelompok Kerja
ULP

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI
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